POHON KINERJA DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN

TERWUJUDNYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK HUNI YANG BERKELANJUTAN , TATA KELOLA
PERTANAHAN YANG BERKEADILAN SERTA TERWUJUDNYA KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN

Indikator Kinerja Utama

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

2. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan
Publik

Indikator

Persentase pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan
peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan
dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

(luas tanah sesuai peruntukkan izin lokasi/ seluruh
luas tanah yang diberikan izin lokasi) x 100 %

Indikator

Persentase Luas Lahan Bersertifikat

h Luas Lahan Yang Bersertifikat/Jumlah Luas Wilayah)

Meningkatnya penggunaan tanah untuk kepentingan umum

Indikator

- Persentase subjek dan objek yang terdistribusi

- Persentase Penetapan tanah ulayat

- Persentase Pemanfaatan Tanah Kosong

v

Berkinerja Tinggi

Indikator

Indeks Reformasi Birokrasi

Terwujudnya Reformasi Birokasi yang

Indikator

Nilai SAKIP

Meningkatnya Kualitas Layanan Umum Dinas
Perkimtan LH

Indikator

Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh (%)

(Luas Permukiman Lingkungan Kumuh/Luas Wilayah) x 100 %

Per i Layak Huni

Terwujud k

Yang Ber Lif

Indikator

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH = (0.376 X IKA) + (0.405 X IKU) + (0.291 X IKL)

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah dan

Terwujudnya Keluarga Bahagia

Indikator

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

(Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada
kurun waktu tertentu/jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada
kurun waktu tertentu) x100 %

Meningkatnya ketersediaan Rumah Layak Huni

Indikator

Rasio Permukiman Layak Huni

(Luas Permukiman Layak Huni/Luas Wilayah Permukiman)

Indikator

- Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

- Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat
Daerah

- Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap
diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan
tanah absentee

- Tersedianya Tanah untuk Masyarakat

ya Fasilitasi Tanah Untuk Kepentingan

Umum

Indikator

- Persentase masyarakat penerima santunan Tanah

- Persentase Pemanfaatan Tanah Negara

- Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum

yaP ian Konflik Per

- Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai
Dengan Perencanaan

- Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

- Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik
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Per Penganggaran,
Penata Usahaan dan Pelaporan Keuangan Dinas
Perkimtan LH

Indikator

Keselarasan Program dan Kegiatan dengan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Perkimtan LH

Hasil Evaluasi Laporan Kinerja (LKj)

ya Kualitas y Dok

Perencanaan dan Anggaran

Meningkatnya Kualitas SDM Dinas Perkimtan LH

Indikator

\ 4

Indikator

) 4

Indikator
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha
dikabupaten yang ditangani (%)

(luasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani /
luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha

Limbah
-
>
Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga dan Limbah
Persentase Penanganan Limbah B3
Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kab/Kota
Lestarinya Keanekaragaman Hayati
>
Persentase Luasan RTH yang dikelola
' dan P Terhadap Izin Lingkungan dam ;
Izin Perlind dan Lingk Hidup
>
Ll

- Persentase persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan
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Terwujudnya Pelaku Usaha dan / atau Kegiatan yang Taat Terhadap PPLH

Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun

Jumlah Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Yang Disusun

Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat
Waktu
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Meningkatkan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) yang
berkelanjutan

Indikator

-Persentase Pelaku Usaha dan/ atau Kegiatan yang Taat terhadap PPLH

-Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Dapat Diselesaikan

-Ketaatan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin
Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Meningkatkan Kapasitas Laboratorium

Terlaksananya Sistim Manajemen Laboratorium Terakreditasi sesuai SNI
ISO/IEC 17025 : 2017

Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung
dengan PSU (%)

Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum)
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Penambahan Paramater Pengujian dengan Metode SNI

Ruang Lingkup Pengujian

Indikator

Rasio Rumah Layak Huni

(Jumlah Rumah Layak Huni/Jumlah Penduduk)

Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

Indikator

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban
Bencana kabupaten/kota

Persentase Warga negara Korban bencana yang memperoleh
rumah layak huni

Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak
Relokasi Program Pemerintah Kabupaten

Indikator

Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat
terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

Persentase Warga negara yang terkena Relokasi akibat Program
pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi
penyediaan rumah yang layak huni

Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyrakat Berpenghasilan
Rendah (MBR)

Indikator

Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau (%)

(jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni
dan terjangkau pada kurun waktu tertentu/jumlah rumah
tangga MBR pada kurun waktu tertentu) x 100 %

Berkurangnya Jumlah Unit RTLH




Persentase Pemenuhan ASN DLH Sesuai Dengan Anjab
dan Beban Kerja

Indikator
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Izin Per

Indikator

- Jumlah Subyek Penerima dan objek Redistribusi Tanah Kabupaten

-Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam
rangka Kegiatan Redistribusi Tanah

- Jumlah Lokasi Survey dan Pemetaan Batas tanah Ulayat dalam
Kabupaten

-Jumlah Dokumen Penetapan Batas tanah Ulayat

- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
P Tanah

- Jumlah Lokasi Tanah Kosong yang diinventarisasi

-.Jumlah Lokasi pemanfaatan tanah kosong

- Jumlah Laporan Koordinasi Penyelesaian masalah Tanah Kosong

Persentase ASN yang Hadir Tepat Waktu

Persentase ASN yang Dokumen Kepegawaian Lengkap

Persentase Pengurusan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan
Gaji Berkala ASN Tepat Waktu

Meni nya Kualitas Dok Pel Publik

Dinas Perkimtan LH

Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik
Dinas Perkimtan LH Sesuai Standar
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Arsip

Indikator

istrasi Umum

- Pengelolaan Arsip Yang Baik
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Kualitas P dan P
Pelaporan Keuangan

Indikator

Hasil Evaluasi Pemeriksaan Keuangan oleh Inspektorat

dan Peningk Kualitas Kumuh

Indikator

Dalam P
Keuangan Daerah

Indikator

' litas P lol Barang Milik
Daerah (BMD)

Indikator

- Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD)

- Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Dalam Kondisi Baik

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan yang
diselesaikan
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-Jumlah pengembang yang memilik Sertifikasi dan teregistrasi

- Jumlah Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Permukiman yang diterbitkan

- Jumlah PSU Perumahan yang terbangun

Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani

Rincian Teknis Limbah B3

(Jumlah Rumah yang memiliki akses Pengolahan berupa cubluk
+jumlah rumah yang lumpur tinjanya diolah di PLT + jumlah
rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di
olah di IPALD/Jumlah rumah di kab/kota

Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA terkait PPLH

Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang meningkat kapasitas
dan kompetensinya terkait PPLH

Jumlah penghargaan LH yang diberikan tingkat Kabupaten

Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun/ditetapkan

Jumlah Dokumen KLHS yang disusun

-Jumlah Sampah yang dikelola

-Jumlah media lingkungan yang diuji

-Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani

- Jumlah Rekomendasi dan atau persetujuan lingkungan yang dikeluarkan

oleh pemerintah

- Jumlah Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan
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- Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan
Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan

-Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin
Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Unit RTLH yang Ditangani

Jumlah Unit Air limbah setempat yang Ditangani

Jumlah Unit Rehabilitasi Rumah Korban Bencana yang ditangani

—

Jumlah Unit Pembangunan Rumah Korban Bencana yang
ditangani

Jumlah Unit Relokasi Pembangunan Rumah Korban Bencana
yang ditangani

Jumlah Unit Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah
yang ditangani

Kepala Dinas Perumahan Rakyat

dan Lingkungan Hidup
Bypaten Pesisir Selatan
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